LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 26 TAHUN 2016

TANGGAL : 70 0hickber 2016

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
................. RESSEIRI SO« o )
NOMOR :...........PIHAK PERTAMA
NOMOR :...coeeueee PIHAK KEDUA
Pada hasi 8, ..o tanggal.......oi0ni LT R T SRS yang bertanda tangan

di bawah ini :

I Nama o e e e e B I e A e s

Jabatan

......................................................................

Unit Kerja :

......................................................................

Dalam jabatannya yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama St SN - A e, SR P
JABBEBE - 1 e e s AR e R e
T S S S R e R e
Dalam jabatannya yang bertindak untuk dan atas
BEIE. o o iy SR e s R , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah

dalam bentuk uang kepada
..................................................................................................... dalam
TRIBIE . o sovrverinmsssinesssamsis vharsnssesavss it s sa bty e iy et Ao s AR SOt SNSRI RN RS ALk EVR AR IS o3 ¥ aied s (diisi

sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah daerah)



Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA

KEDUAmenerima pemberian hibah tersebut.

2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai
berikut:

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran ............
dengan kode TOREINE. ol iy ey (bantuan Hibah kepada
...................................... ).

Pasal 4
CARA PEMBERIAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan proposal yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan
melampirkan rincian penggunaannya dan fakta integritas.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
dana bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Sekretaris
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq. Biro Kesejahteraan Rakyat dan
Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Dalam menggunakan hibah, PIHAK KEDUA berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh lembaga auditor yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi pengembalian/penggantian hibah
berupa uang yang disetor ke kas daerah apabila berdasarkan hasil audit
ditemukan bukti-bukti penyimpangan.

5. PIHAK KEDUA wajib mempunyai rekening bank atas nama
Badan/lembaga/organisasi.

Pasal 6
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Apabila terjadi perubahan dalam penggunaan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA, maka

harus mengusulkan revisi penggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuan PIHAK
PERTAMA.



Pasal 7
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dan pertanggungawaban disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.

2. Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;

Surat pernyataan tanggung jawab;

Pakta integritas dari penerima hibah;

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

O gp

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian
tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
perjanjian ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat secara sadar dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan
oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Pimpinan/Ketua organisasi) (Gubernur atau Pejabat yang
diberi kewenangan)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ROSMAN



